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TAHI'N PEI,AJARAN 2O2I 12022

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA F^SA

Menimbang a.

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikar dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kaiak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertarna, Sekolah Menengah Atas, dan Sekola-h Menengah
Kejuruan, serta guna kelancaran pelaksanaan "

penerimaan peserta didik baru yang objektif, akuntabel,
transparan, dan tanpa diskriminasi yang diharapkan
dapat meningkatkal mutu pendidikan dan sumber daya
manusia yang kompeten dalam persaingan global;
bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana
dimaksud daiam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Pela-ksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri di Kota
Batu Tahun Pelajaran 2021/2022:

Mengingat 1- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOl tentarg
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41 18);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentalg Sistem
Pendidikan Nasional (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukar Peraturan Perundang-undalgan (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Irmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahar atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perunda,ng-Undangan (l,embaran Negara
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Republik lndonesia Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir denBan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahar Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahal l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standa-r Nasional Pendidikan (Lembaran Nega-ra Repubtik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah beberapa ka.li, teral<h1r dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O08 Nomor 90, Tambahan L€mbarar Negara
Republik lndonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikan (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Talun 2010 Nomor 23,
Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikal (L€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tarnballan l€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor
5157);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemeiintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);
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Menetapkan

11. Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan
t€mbaran Negara Repubuk tndonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2O1l tentang Pembentukan Peraturar Perundang-
undangan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 TaF.ort 2O2O

tentang Pedomar Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikal dan Kebudayaan Nomor I

Tahun 2O21 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruar;

17. Peraturan Daeral Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

PERATT'RAI| WALI XOTA TETTATTG PEDOMAIT
PELAXSNTAAIT PENERIMAA PESERTA DIDIK BARU PA.DA
SEKOLAH DASAR I{BGERI DI KOTA BATU TAHI'II
PELAJARAI{ 2O2t 120.22.

BAB I
KETENTUAN IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. wali Kota adalah wali Kota Batu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggaraka-n pendidikan umum pada jenjarg
pendidikan dasar.
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7. Penerimaan Peserte Didik Baru SD Negeri yang
selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta
didik baru pada SD Negeri.

8. Ja.lur Z,onasi adalah proses PPDB yang ditakukan dengan
mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju
dengan tempat tinggal calon peeerta didik baru.

9. Jalur Perpindahan Tugas Orarg Tua/Wati adalah proscs
PPDB yang ditakukan dengan mempertjmbargkan
penugasan orang tua/wah siswa dari instansi, lembaga,
kantor atau perusahaan yang memperkerjakal di witayah
Kota Batu.

10. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang dilakukan
dengan mempertimbalgkan untuk calon peserta didik
penyandarg disabilitas dan masyarakat kurang mampu.

I L Calon peserta didik baru adalah calon peserta didik yang
aka! melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi.

12. Calon peserta didik baru luar kota adalah calon peserta
didik baru yang berdomisili di lua-r Kota Batu,
berdasarkal dokumen kependudukan yang sah.

13- Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta
didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas darl
jenjalgnya sama.

14. Sekolah Tujuan adalah sekotah yang menjadi sekolah
pilihan calon peserta didik baru.

15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang
terdaftar pada satual kelas dalam satu Sekolah.

16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik
adalal suatu sistem pendataan yang dikelola oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat
daLa satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online.

Baglan Kolatu
P6nerlma.n Pererta Dldlk

Pqsal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
a. objektit
b. transparan; dan
c. akuntabel.

(2) PPDB sebagaimala dmaksud pada ayat (1) dilakukan
tanpa diskriminasi kecuali bagi s€kolah yang secara

BA3 II
TATA CARA PPDB
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khusus dirancarg untuk melayani p€serta didik dari
kelomf,ok gender atau agama tertentu

(3) Objektif sebagaimana dimal<sud pada ayat (I) huruf a
merupakan seluruh proses dal kegiatan PPDB
dilaksalakan berdasarkan data dan informasi yang
benar.

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB
di laksan akan secara terbuka

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

adalah PPDB dapat dipertanggunglawabkal kepada
masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi akses layanan pendidikan kepada
peserta calon peserta didik agar memperoleh layanan yang
sebaik-baiknya.

Baglan Kedua
Perayaratan

Pasal 4

(l) Calon peserta didik baru kelas I (satu) SD Negeri harus
memenuhi persayaratan usiai
a. 7 (tujuh) tahun; atau
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli

talun berjalan.
(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD Negeri memprioritaskar

penerimaan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD
yarlg berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Pengecualian syarat usia paling rendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan
menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan
pada tanggal I Juli tahun beqa.lan bagi calon peserta
didik yang memiliki:
a. potensi kecerdasan daI/atau bakat istimewa; dan
b. kesiapan psikis,

(4) Calon peserta didik yarg memiliki kecerdasar dan/atau
bakat istimewa dam kesiapan psikis s€bagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi
tertulis dari psikolog profesional

(5) Dalam hal psikolog profesiona.l sebagaimara dimalsud
pada ayat (4) tidak tersedia, r'ekomendasi dapat
ditakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.
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Pasel 5

(1) Persyaratan usia sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 4
ayat (1) dibuktikar dengan:
a. akta kelahiran; atau
b, surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak

yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala
Desa atEu Pejabat setempat lain yang berwenang
sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 4
ayat (1) dikecualikan untuk sekolah denSan kriteria:
a. menyelenggarakan pendidiken khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari
ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1).

Beglan Ketlga
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum
Paral 7

(l) PPDB untuk SD Negeri dilaksanakan melalui jalur
pendaftarar PPDB.

(2) Ja.lur pendaftala, PPDB sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) meliputi:
a. zonasi;
b. afirmasi; dan/atau
c. perpindahan tugas orang tua/wali.

(3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf
a paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari daya
tampung Sekolah.

(4) Jalur alirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit 15ol. (Iima belas perseratus) dari
daya tampung Sekolah.

(5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimara
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 57o (lima
perseratus) dad daya tampung Sekola}.

Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai
sebagaimana dimaksud
untuk:

pendaftaran PPDB
Pasal 7 dikecualikan

lalur
dalam
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a. Sekolah yarg diselenggarakan oleh masyarakat;
b. Sekolah Ke{a Sama;
c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
d. Sekolah yeng menyelenggzrrak.rn pendidikan

khusus;
e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan

khusus;
f. Sekolah berasrama;
g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;

dan
h. Sekolah di daerah yang jumtah penduduk usia

Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah
peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftarar PPDB bagi
Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h
ditetapkan oleh Wali Kota dan dilaporkan kepada
Direldur Jenderal yang menangani bidang pendidikan.

Pqragraf 2
Jalur Zonasl

Paaal 9

(1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimal<sud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon
peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan Wali Kota.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling singkat I (satu) tahun sejak tanggal
pendaJtaran PPDB.

(3) Da.lam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karcna
keadaan tertentu, maka dapat diganti dengar surat
keterangan domisili.

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:
a. bencara alam; dan/atau
b. benca-na sosial.

Pa.al 10

{1) Surat keterangan domisili sebagaimaira dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga
atau Ketua Rukun Warga yang dilegalisir oteh
Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang
berwenang.

(2) Surat keterangan domisili sebagaimara dimaksud pada
ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta
didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat
1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan
domisili.
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(3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki
kartu keluarga atau surat keterangan domisiti dalam 1

(satu) wilayah Kecamatan yang sama dengan Sekolah
asal.

Pacal I I

(f) Calon peserta didik hanya dapat memilih I (satu) jalur
pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi
sesuai dengan domisili dalam u,ilayah zonasi yang telah
ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan
pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di luar wilayah
zonasi domisili peserta didik sepanjarg memenuhi
p€rsyaratan.

Pasal 12

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip
mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.

(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) harus memperhatikan:
a. sebaran sekolah;
b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
c. kapasitas daya tampung Sekotah yang disesuaikan

dengan ketersediaan jumlah arak usia Sekolah.
(3) Wali Kota memastikan semua wilayah administrasi

masuk dalam penetapan wilayah zonasi.
(4) Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah

menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah
ditetapkan.

(5) Penetapan wilayal zonasi sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum
pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

(6) Da.lam menetapkan wilayah "pnasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), melibatkan musyawarah atau
kelompok kerja kepala Sekolah.

(7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan
Kabupaten/Kota atau Kecamatan, penetapan wilayah
zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukal berdasarkan keda sama antar Pemerintah
Daerah.

(8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui unit
pelaksana teknis Kementerian yang membidangi
penjaminan mutu pendidikan setempat paling lama 1

{satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
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Pasal 13

Daftar wilayah z,onasj PPDB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3
Jalur Aflrma3l

Pasal 14

(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon
peserta didik baru:
a. berasal dari keluarga ekonomi tidal< mampu; dan
b. penyandang disabilitas.

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi
merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan
di lua|w.ilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan

(3) Da-lam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui
jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi
yang ditetapkan, penentuar peserta didik dilakukan
dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon
peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 15

(1) Peserta diclik baru yang berasal dari keluarga ekonomr
tidak mampu sebagamana dimaksud dalam Pasa.l 14

ayat (1) hurufa wajib menyertakan:
a. bukti keikutsertaan peserta didik dala.m program

penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

b. surat pemyataan dari orang tua/wali peserta drdik
yang menyatakan bersedia diproses secara hukum
jika terbukti memalsukan buhi keikutsertaar dalam
prograrn penaJrganan keluarga tidak mampu-

(2) Dalam ha1 terdapat dugaal pemalsual bukti
keikutsertaan dalam program penanganan keluarga
tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan
verifikasi data dan Iapangan serta menindaklanjuti hasil
verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangal,

(3) Pemalsuan bukti keikutsertaan dalam proBram
penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengar
ketentuan peraturan perundaag-undangan.
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Paragnf 4
Jalur Perpindahan Tugas Omng Tua/Wall

Pasl 16

(1) Perpindalan tugas orang tua,/wati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuktil€n
denga-n surat penugasan dari:
a. instansi;
b. lembaga;
c. kantor; atau
d. perusahaan yang mempekeiakan.

(2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas
orarg tua/wali, maka sisa kuota dapat dia.lokasikan
untuk calon peserta didik pada Sekotah tempat orang
tua/wali mengajar.

(3) Penentuan peserta didik dalarn jalur perpindahan tugas
orang tua/wali murid diprioritaskan pada jarak tempat
tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan s€kolah.

Baglan Keetnpat
Pelak.salaan PPDB

Paragraf I
Tahap Pelatranaaa PPDB

Pasal 17

(i) Tahapar pelaksanaan PPDB meliputi:
a. pengumumar pendaftaran;
b. pendaftaran;
c. seleksi sesuai dengan jalur pendaltaran;
d. pengumumal penetapan peserta didik baru; dan
e, daftar ulang.

(2) Tanggal dan waktu pelaftsanaan tiap tahapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seba8aimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pa3al 18

(1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17:
a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

telah menerima bantuan operasional Sekolah dilarang
memungut biaya; darr

b. Sekolah yarB diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah dilarang:
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1. mela.kukan pungutan dan/atau sumbangan yang
terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun
perpindahan peserta didik; dan

2 melakukan pungutan untuk membeli seragam
atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

(2) Pelanggaran ketentuan larangan sebaBaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sekolah pelaksana PPDB dan Pagu SD Negeri Kota Batu
sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Pengumumea Pendqftaran

Paaal 2O

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaar ca-lon peserta
didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7 ayat
(1) huruf a dilakukan secara terbuka.

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta
didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah; dan
b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

menerima dana bantuan operasional sekolah.
(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta

didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta

didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai
berikut:
a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan yarlg

ditentukan;
b. tanggal pendaftaran;
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur

afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang
tua/wali;

d. jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan
data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan

e. targgal penetapa! pengumuman hasil proses seleksi
PPDB.

(5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta
didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah maupun
media lainnya.

HalsEd 11 ddr 25 hlE.



Paragref 3
Pendaftaran

(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimal<sud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan
mekanisme daring.

(2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengguBah dokumen yang
dibutuhkar sesuai dengar persyaratan ke laman
pendajta-rarl PPDB yang telah ditentukan.

(3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggngiawab Pemerintah Daerah

(4) Da]am hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB
dilaksanalar melalui mekanisme luar jaringan (luring)
dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan
sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Selekgl Serual dcng.n .ralur Pendafllaran

Pasal 22

(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang
tua/wali untuk calon peserta dtdi.t< baru
mempertimbangkan kriteiia dengar urutan priontas
sebagai berikut:
a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

dan
b. jarak tempat tinggal terdekat ke SekoLah dalam

wilayah zonasi yang ditetapkan.
(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik
didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik
yang terdekat dengan Sekolah.

(3) Seleksi calon peserta didik baru tidak boleh dilakukan
berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 23

(I) Jika berdasarkar hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki
jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung,
maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan ca-lon p€serta
didik tersebut kepada Dinas Pendidikar sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib
menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah
zonasi yang sama.

Halal3an 12 ddi 25 hlh
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(3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah
zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak tersedia, peserta didik disalurkar ke Sekolah di
luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah
lain yang terdekat.

(4) Penyaluraa peserta didik ke Sekolah di wilayah
Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimala
dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui ke{a sama
antar Pemerintah Daerah.

(5) Penyalurar peserta didik ke Sekolah di luar wilayah
zonasi atau di \r'ilayah Pemerintah Daerah lain yang
terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melibatkan Sekolah yang diselenggarakan oleh
Erasyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah.

(6) Penyaluran peserta drdik sebagaimana dimaksud pada
a,vat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sebelum
pengumuman penetapar hasil proses seleksi PPDB.

(7) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan
oleh tidak boleh:
a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika

Rombongal Belajar yang ada telah memenuhi atau
melebihi ketentuan Rombongan Belajar da.lam
standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak
memiliki lahan; dan /atau

b menambah ruang kelas baru.

Paragref 5
Pelgumuman PeEctapan Pes€rta Dldtk Baru

Pasal 24

(l) Pengumuman penetapan peserta didik baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d
dilakukal sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan
hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala
Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala
Sekolah.

(3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaima-na dimaksud pada
ayat (2) belum definitif, maka penetapar peserta didik
baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang

Pagal 25

Dalam hal setelah pengumuman PPDB ditemukan secara sah
terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat
ketidal<sesuaian antara data dan dokumen asli, maka
kelulusal peserta didik yang melakukan kecurangan
tersebut dibatalkan.

HalaEai 13 daJi 25 hlIE



Paragrqf 6
Daftar Ulang

(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf e dilakukaa oleh calon peserta didik baru
yarg telah diterima di sekolah.

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memastikan statusnya sebagai peserta didik pada
Sekolah yang bersangkutan denSan menunjukkan
dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengar
persyaratan .

Pa'E.l27

(1) Pendataan ulang dila-kukan oleh Sekolah untuk
memastikan status peserta didik lama pada Sekolah
yang bersangkutan.

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak boleh memungut biaya.

Pasal 28

Sekolah melakukaa pengisia-n dart pemutalhiran data
peserta didik dan Rombongal belajar dalam Dapodik secara
berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB III
PETDATAAI{ I'LAI{G DAX PEMUTAXIIIRA DATA

BA8 IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Paeal 29

(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu
daerah dita-ksanakan berdasarkan persetujuan Kepala
Sekolah asal dan Kepata Sekolah yarg dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), maka Sekolah
yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan
persyaratan PPDB dan/atau siatem zonasi yang diatur
dalam Peraturan ini.

Hala,]an 1,1 ddi 25 hlm ..
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Paral 30

Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di
lndonesia setelah memenuhi:
a. surat pemyataan dari Kepala Sekotah asal;
b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal

yang membidangi sesuai dengan kelr'enalgal; dan
c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang

diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pa.al 31

(l) Peserta didik ja.lur pendidikan nonformal/informal dapat
diterima di SD tidak pada awa.l ketas 1 (satu) setelai
lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh SD yarg bersangkutal.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur
pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimara
dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang
bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAA V
PEUIPORAN

Paral 32

(1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan
perpindahan peserta didik airta-rsekolah setiap ta-trun
pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Batu sesuai
dengal kewenangannya.

(2) Dinas Pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk
menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan
PPDB.

(3) Masyajakat dapat melaporkan pelanggaran dalam
pelaksanaan PPDB melalui laman wlrtD.badt.siap
ppdb.com

Pacal 33

Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
melaporkan pelaksanaar PPDB kepada Kementerian mela-lui
unit pelaksana teknis Kementerian yang membidalgi
penjarninan mutu pendidika-n dasar paling lambat 3 (tiga)
bular setelah pelaksnaan PPDB.

Haldd 15 ddi 25 hlm.



Pe8al 34

WaIi Kota melakukan p€mbinaan dal prcngawasan kepada
Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan
masyarakat yang ada di wilayahnya.

BAA VI
PEMBII{AAIT DAN PENGAWASAII

BAB VII
I( TENTUAX PEITUTI'P

Pasal 35

Peraturan Wali Kota
diundangkan.

ini mulai bertaku pada tanggal

Agar seLiap orang menBetahuinya, memerintalkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2O2l

WALI KOTA BATU,

DEITANTI RI'MPOKO
Diundangkan di Batu
pada tanggal 19 Maret 2021

SEXRETARIS DAERAH I(OTA BATU,

ZIU)IM EFFISIEI{SI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR ,3/e

HATAfiAlr 16 da'-i 25 hllr1. .



Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal: 99 Macct 2O2l

PEDOMAX PEUII(SAfAAN PEI{ERIMAAIT PES}ERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR ITEGERI DI KOTA BATU

TAHrril PELAJARAII 2O2t 12022

SEI(OIJIII PELAXSAITA PPDB
Sekolah pelaksana PPDB 2021 Kota Batu adalah seluruh sekolah SD
Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu

Sekolah PPDB Sekolah Dasar Negeri 2021 Kota Batu adalah sebaBai
berikut:

NAMA SEI(OLAH ALAMATNO

I
KDCAMATAI BATU

l SDN SIDOMULYO 01 J L, BUKIT BERBUNGA 70 BATU
2 SDN SIDOMULYO 02

SDN SIDOMULYO 03
JL CEMARA KIPAS 120 BATU
JL. MAWAR PUTIH I4I BATU3

4 SDN SUMBEREJO O1 JL. INDRACIRI 79
5 SDN SUMBERE]O 02 JL, INDRAGIRI 8I

JL, METRO 226 SDN SUMBEREJO 03
7 SDN SISIR O 1 JL, ARJUNO 40 D

8 SDN SISIR 02 JL. ARJUNO 40 D
9 SDN SISIR 03 JL, IMAM BONJOL III /9
10 SDN SISIR 04 JL, IMAM BONJOL IlI/9
ll SDN SISIR 05 JL, ARJUNO 40 C
t2 SDN SISIR 06 JL, IMAM BON.'OL NI /7

JL, ABDUL RAHAN 2313 SDN NGAGLIK O 1

SDN NGAGLTK 02 JL, IKHWAN HADI 41

t5 SDN NGAGLIK 03 JL. ABDUL GANI IV / 29
r6 SDN NGACLIK 04 JL, DARSONO 27
17 SDN PESANCCRAHAN O I

SDN PESANGGRAHAN 02
JL, SUROPATI 123
JL, CEMPAKA ATAS 1t8

19 SDN SONGGOKERTO OI JL, TRUNOJOYO 24
20 SDN SONGGOKERTO 02 JL. TERATAI 23
21 SDN SONGGOKERTO 03 JL, ARUM DALU 65
c, SDN TEMAS 01

SDN TEMAS 02
JL. PATIMURA 23
JL. WUKIR VIII/ 3823

24 SDN ORO-ORO OMBO OI JL. RAYA ORO-ORO OMBO
25 sDN ORO-ORO OMBO 02 JL. RAYA ORO-ORO OMBO 36
26 sDN ORO-ORO OMBO 03 JL. RAYA TVRI DRESEL

KF,CAMATAN BUMIAJI
27 SDN TULUNGREJO O'I JL. RAYA TULUNGRUJO

SDN TULUNGREJO 02 JL, RAYA TULUNGRDJO

I

llalslnan l7 dar-i 25 hlE,.
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1

29 JL. RAYA SUMBER BRANTAS I 16

30 SDN TULUNGREJO 04
SDN TULUNGRDJO 05

JL. RAYA JUNGGO GABES
31 Ds. KEKEP TL RUJO
32 SDN SUMBERGONDO OI JL RAYA SUMBERGONDO 2

SDN SUMBERGONDO 02 JL. TEGALSARI
SDN PUNTEN O1 JL. RAYA PUNTEN 24

JL. RAYA PUNTEN 24SDN PUNTEN 02
36 SDN BULUKERTO O1 JL. KENANGA
37 SDN BULUKERTO 02 JL. IMAM SUJONO 67
3a SDN BULUKERTO 03 JL, RAYA CANGAR
39 SDN GUNUNGSARI OI JL. BRUMBUNG 73
40 SDN OUNUNGSARI 02 JL PAGER GUNUNG

JL. KANDANCAN41 SDN GUNUNGSARI 03
SDN GUNUNCSARI 0442 JL. ARGOMULYO 20 BRAU BUMIAJI

43 SDN BUMIAJI O] JL, ABU GHONAIM
41 SDN BUMIAJI 02 JL, KASTUBI I
,+5 SDN PANDANREJO OI JL, RAYA PANDARE.JO 1

46 SDN PANDANREJO 02
SDN GIRIPURNO O1

JL, RAYA PANDANREJO I22
JL, RAYA GIRIPURNO 22I

.18 SDN GIRIPURNO 02 JL. DUKUH KRAJAN
49 SDN CIRIPURNO 03 Ds. CEMBO

KECAMATAI WNRE.'O
50 SDN BFJI O1 JL. RAYA BEJI No.42
51 SDN BEJI 02

SDN TORONGREJO O 1

JL. SARIMUN KRAJAN
JL. WUKIR 37 TORONGRUJO
JL. WUKIR 37 TORONGREJO

52
53 SDN TORONGREJO 02
54 SDN TORONGREJO 03 JL. AJI MUSTOFA TORONGREJO
55 SDN MOJORUO OI JL. RAYA MOJOREJO 86
56 SDN MOJOREJO 02 JL. RAYA MOJOREJO 23
57 SDN JUNREJO O1 JL. HASANUDIN 57 JUNREJO

SDN JUNREJO 02 JL, RAYA JUNREJO 6
59 SDN TLEKUNC OI JL RAYA TLEKUNC I5
60 SDN TLEKUNG 02 JL. RAYA TLEKUNG I5
61 SDN DADAPRE.JO OI JL, DADAPRAJO 56
62 SDN DADAPREJO 02 JL, DADAPREJO
63 SDN PENDEM O 1 JL, RAYA PENDEM 9

SDN PENDEM 02 JL, RAYA PENDEM I 34

II. JA.DWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

32

NO JENIS KEGIATAN TANGGAI PELAKSANAAN
a. Ponugas{n OranE tua/Wall dan Anrmarl

1 Pendaftaran 14, 19, 20 Mei 2021
18, 19, 20 Mei,2O2l2 Seleksi dan Pengolahan

3 Pengumuman 2A Mei 2021
4 Daftar Ulang 29 Mei 2021

H.kJnan l8 dad 2s hlm...

SDN TULUNGREJO 03

58


